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TINJAUAN PUSTAKA

Peradilan Administrasi Negara di Indonesia
2.1.1. Jaman Penjajahan (Hindia-Belanda)
Karena Indonesia merupakan Negara jajahan, maka asas konkordansi berlaku
pada waktu itu. Maksudnya peraturan hukum yang berlz;ku di Indonesia sedapat
mungkin disesuaikan dan menganut apa yang berlaku di negeri Belanda. Di negeri
Belanda, peraturan hukum yang mengatur masalah peradilan ini (peradilan

administrasi) Grondwet, khususnya Pasal 160 dan 161.

Ketentuan yang konkordan dengan Pasal 160 GW yang berlaku di Indonesia
ialah Pasal 134 (1) IS. Di samping itu dalam Pasal 2 RO (Reglement op de
Rechter lijke Organisatie en het beleid Justitie In Indonesia. Stb. 1948 no. 57)
dituangkan juga ketentuan-ketentuan yang mengatur masalah peradilan sebagai
berikut: “Pemeriksaan dan pemutusan semua perselisihan tentang milik atau
tentang hak-hak yang berasal dari milik, tentang tagihan-tagihan atau hak-hak
perdata dan penerapansegala macam hukuman yang sah, semata-mata ditugaskan
kepada kekuasaan pengadilan sesuai dengan pembagian wilayah , wewenang

pengadilan dan menurut cara yang ditentukan dalam peraturan ini.



Perkara-perkara yang menurut sifatB\SIa berdasarkan undang-undang masuk
dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi, tetap ada dalam
wewenangnya. Semua perselisihan wewenang antara- kekuasaan pengadilan dan
kekug_saan administrasi diputuskan oleh Gubernur Jendral, menurut peraturan

umum yang ditentukan kemudian oleh Radja.

Kesimpulan yang bisa ditarik dari kedua ketentuan tersebut (Pasal 134 yo Pasal
2 RO0 adalah:

a. Bahwa peradilan terhadap perselisihan-perselisihan tidak boleh dilakukan
oleh badan-badan lain selain badan-bad;n yang diserahi kekuasaan
kehakiman;

b. Peradilan oleh badan-badan lain daripada badan-badan yang diserahi
kekuasaan kehakiman hanya mungkin jika hal imi diatuy oleh Undang-
undang;

c. Persoalan yang menurut sufatnya atau berdasarkan ketentuan Undang-
undang termasuk dalam wewenang pertimbangan kekuasaan administrasi
tetap diadili oleh kekuasaan itu;

d. Perselisihan wewenang antara lekuasaan pengadilan dan kekuasaan

administrasi diputuskan oleh Gubernur Jendaral.

Dari uraian ini, nyatalah bahwa ketentuan yang terdapat dalam Pasal 134 IS
Yo Pasal 2 RO, di samping memberikan kemungkinan diadakannya suatu
peradilan administrasi juga mengatur tentang dasar kompetensi antara hakim

biasan dengan hakim administrasi



2.1.2. Jaman Kemerdekaan (berlakli\;ya UUDS 1950)

UUDS 1950 berlaku sejak tanggal 17 Agustus 1950 hingga tanggal 5 Juli
1959 (Dekrit Presiden). Masalah Peradilan lebih terperinci diatur dalam UUDS
ini, sehingga meskipun UUDS itu sendiri sudah tidak berlaku dewasa ini, namun
akan ditulis di sini sebagai bahan komperatif. Masalah peradilan diatur dalam
BAB III UUDS 1950, tertuang dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 108, akan
tetapi yang ada kaitannya dengan Peradilan Administrasi Negara hanyalah Pasal

101, 103 dan 108. Pasal-pasal tersebut menyatakan sebagai berikut:

Pasal 101 (1) : Perkara Perdata, perkara Pidana Sipil dan Perkara Pidana
Militer semata-mata termasuk perkara yang diadili oleh pengadilan-pengadilan
yang diadakan atau diakui dengan Undang-undang atauatas kuasa Undang-

undang.

Pasal 103 : Segala campur tangan dalam urusan pengadilan oleh alat-alat
perlengkapan yang bukan perlengkapan pengadilan dilarang, kecuali jika

diinginkan oleh Undang-undang.

Pasal 108 : Pemutusan tentang sengketa yang mengenai Hukum Tata Usaha
diserahkan kepada pengadilan yang mengadili perkara perdata, ataupun kepada
alat-alat perlengkapan lain, tetapi jika demikian, sedapat —dapatnya dengan

Jaminan yang serupa tentang keadilan dan kebenaran.
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2.1.3. Berlakunya UUD 1945

Ketentuan sebagai diatur dalam Pasal 101 sampai dengan Pasal 108 UUDS
tidak terdapat dalam UUG 1945. Ketentuanyang mengatur masalah peradilan
terdapat BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman, yang terdiri dari Pasal 24 dan
25. Kedua Pasal tersebut menyatakan sebagai berikut: Pasal 24 ayat (1)
Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain
badan kehakiman menurut undang-undang.
Ayat (2) : Susunan dan kekuasaan Badan-badan Kehakiman itu diatur dengan
Undang-undang.
Pasal 25 . Syarat-syarat untuk menjgdi dan diberhentikan sebagai Hakim
ditetapkan dengan Undang'-undangv Sedangkan dalam penjelasannya hanya
dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya
terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Berhubungan dengan ituharus

dilakukan jaminan Undang-undang tentang kedudukannya para hakim.

2.2. Kekuasaan Dan Kewenangan Pengadilan

Menurut Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan bertugas dan
berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Nega-a.
Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang«timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara, antara orang at;lu badan hukum perdata dengan Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat
dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa K/epegawaian
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku Sedangkan yang
dimaksud Keputugan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-undang

Nomor 5 Tahun 1986, adalah suatu penetapan tertulis, yang dikeluarkan oleh



Badan atau Pejabat Tata Usaha Negarai\\yang berisi tindakan hukum Tata Usaha
Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang
bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi

seseorang.

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-undang Nomor 5
Tahun 1986 yang diatur di dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan bahwa Keputusan
Tata Usaha Negara yang dapat digugat di Peradilan Tata Usaha Negara haruslah
memenuhi syarat-syarat :

(a) bersifat tertulis, hal ini diperlukan untuk memudahkan
pembuktian. Pengertian tertulis di sini bukanlah dalam arti bentuk
formalnya, melainkan cukup tertulis, asal saja :

1. Jelas Badan étau Pejabat Tata Usaha yang
mengeluarkannya;

2. Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan
hak dan kewejiban;

3. Jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan.

Mengenai syarat tertulis ini ada pengecualiannya
sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-undqu Nomor 5 Tahun
1986, yaitu:

1) Apabila Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan Keputusan, sedangkan halmitu menjadi
kewajibannya, maka hal tersebut disamakan dengan

Keputusan Tata Usaha Negara;
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2) Jika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak
mengeluarkan Keputusan yang dimohon, sedangkan
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan dimaksud telah lewat, maka Badan
atau Pejabat Tata Usaha Negara tersebut dianggap telah
menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud,;

3) Dalam hal peraturan perundang-undangan yang
bersangkutan  tidak menentukan jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), maka setelah
lewat jangka waktu empat bulan -sejak diterimanya |
permohonan, Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang
bersangkutan dianggap telah mengeluarkan keputusan
penolakan. a

(b) bersifat konkrit, artinya obyek yang diputus dalam Keputusan Tata
Usaha Negara itu berwujud tertentu atau dapat ditentukan;

(c) Bersifat individual, artinya Keputusan T;:z’t.a UsahaNegara itu tidak
ditujukan untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau
badan hukum perdata tertentu . Jadi tidak berupa suatu peraturan
yang berlaku umum,;

(d) Bersifat final, artinya sudah defenitif dan karenanya dapat
menimbulkan akibat hukum, atau ketetapan ,yang tidak

membutuhkan lagi persetujuan dari instansi atasannya.
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Menurut Pasal 2 Undang-undang “Nomor 5 Tahun 1986, ada beberapa

Keputusan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara

yang dapat digugat dihadapan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu :

a.

b.

Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum Perdata,
Keputusan Tata Usaha Negara yang mérupakan pengaturan yang bersifat
umum;

Keputusan Tata Usaha Negara yang masih memerlukan persetujuan;
Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau peraturan perundang-
undangan lain yang bersifat Hukum Pidana;

Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan atas dasar hasil
pemeriksaan Badan Peradilan berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan Tata Usaha Negara mengenai Tata Usaha Angkatan
Bersenjata Republik Indonesia;

Keputusan Panitia Pemilihan , baik di pusat maupun di daerah, mengenai

hasil pemilihan umum.

Mengena: kompetens: ini ternyata Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986

masih bersifat mendua, karena masih memberikan kewenangan kepada badan-

badan lain (peradilan semu) di luar Pengadilan yang ada di lingkungan Peradilan

Tata Usaha Negara untuk mengadili sengketa Tata Usaha Negara tertentu.
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2.3. Perlindungan Hukum Masyaral:;t.

2.3.1. Dalam Bidang Hukum Perdata

Subyek hukum selaku pemikul hak-hak dan kewajiban-kewajiban, baik itu
manusia, badan hukum, maupun jabatan, dapat melakukan tindakan-tindakan
hukum - berdasarkan kemampuan atau kewenangan yang dimilikinya. Dalam
pergaulan di tengah masyarakat, banyak terjadi hubungan hukum yang muncul
sebagai akibat adanya tindakan-tindakan hukum dari subyek hukum itu. Tindakan
hukum ini merupakan awal lahirnya hubungan hukum, yakni interaksi antar
subyek hukum yang memiliki relevansi hukum atau mempunyai akibat-akibat
hukum. Agar hubungan hukum antar subyek = hukum itu i berj‘alan secara -
harmonis, seimbang, dan adil, dalam arti setiap subyek hukum mendapat6kan apa
yang menjadi haknya dan menjalankan kewajiban yang dibebankan kepadanya,
hukum tampil sebagai aturan main dalam mengatur hubungan hukum tersebut.
Negara sebagai suatu institusi ﬁemiliki dua kedudukan hukum, yaitu sebagai
badan hukum public dan sebagai kumpulan jabatan atau lingkunagn pekerjaan
tetap, perbuatan hukum Negara atau jabatan dilakukan melalui wakilnya vyaitu
pemerintah. Berkenaan dengan kedudukan pemerintah sebagai wakil dan badan
hukum public yang dapat melakukan tindakan-tindakan hukum dalam bidang
keperdataan seperti jual-beli, sewa-menyewa, membuat perjanjian, dan
sebagainya, maka dimungkinkan muncul tindakan pemerintah yang bertentangan
dengan hukum (onrechtmatige overheidsdaad). P
Berkenaan dengan perbuatan pemerintah yang bertentangan dengan hukum ini
disebutkan bahwa: Hakim Perdata berkenaan dengan perbuatan melawan hukum

oleh pemerintah * berwenang menghukum pemeintah untuk membayar ganti



kerugian. - Di samping itu, hakim perdai; dalam berbagai hal dapat mengeluarkan
larangan atau perintah terhadap pemerintah untuk melakukan tindakan tertentu.

Perl_)uatz;n hukum yang dilakukan oleh pemerintah tersebut secara khusus diatur
dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang berbunyi : “Tiap perbuatan melanggar
hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang

karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut.”

Ketentuan Pasal 1365 ini telah mengalami pergeseran penafsiran, sebagaimana
tampak dari beberapa yurisprudensi. Secara garis besar munculnya pergeseran
penaféiran ini terbagi dalam dua periode, yaitu sebelum tahun 1919 dan sesudah
tahun 1919. I;ada periode sebelum 1919 ketentuan Pasal 1365 ditafsirkan secara
sempit, dengan unsure-unsur ; (a) perbuatan melawan hukum; (b) timbulnya
kerugian; (c) Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan
kerugian; (d) klesalahan pada pelaku. Berdasarkan penafsiran demikian , tampak
bahwa perbuatan melawan hukum berarti sama dengan perbuatan yang

bertentangan dengan undang-undang.

-

Setelah tahun 1919 kriteria perbuatan melawan hukum adalah diantaranya: (a)
mengganggu hak orang lain; (b)bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;
(c) bertentangan dengan kesusilaan; (d) bertentangan dengan kepatutan,
ketelitian, dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam

pergaulan dengan sesame warga masyarakat atau terhadap benda orang lain.
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2.3.2. Dalam Bidang Hukum Publik
Tindakan hukum pemerintah merupakan tindakan-tindakan yang berdasarkan
sifatnya n}enimbulkan akibat hukum. Karakteristik paling penting dari tindakan
hukum yang dilakukan oleh pemerintah adalah keputusan-keputusan dan
ketetapan-ketetapan pemerintah yang bersifat sepihak. Dikatakan bersifat sepihak
karena dilakukan tidaknya suatu tindakan hukum pemerintahan itu tergantung
pada kehendak sepihak dari pemerintah, tidak tergantung pada kehendak pihak

lain dan tidak diharuskan ada persesuaian kehendak dengan pihak lain.

Keputusan dan ketetapan sebagai instrument hukum pemerintah dalam
melakukan tindakan hukum sepihak dapat menjadi penyebab terjadinya
pelanggaran hukum terhadap warga Negara, apalagi dalam Negara hukum
madern yang. memberikan ‘kewinangan yang luas kepada pemerintah untuk
mencampuri kehidupan warga Negara.

Oleh karena itu diperlukan perlindungan hukum bagi warga n.egara terhadap
tindakan hukum pemerintah .

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga negara diberikan bila
sikap tindakan administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya,
sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri dilakukan
terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum baik tertulis
maupun tidak tertulis. Hukum administrasi tidak tertulis atau asas umum
pemerintahan yang layak, dimaksudkan sebagai perlindungan hukum/bagi rakyat

dari tindakan administrasi negara yang menyimpang.
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Ada dua macam perlindungan huku; bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum
preventif dan represif. Pada perlindungan hukum preventif, rakyat diberi
kesempatan - untuk mengajuka'ri“ keberatan atau pendapatnya sebelum suatu
keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive. Artinya perlindungan
hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan
sebaliknya perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.
Perlindungan hukum yang preventif sangat besar artinya bagi tindakan
pemerintahan yang didasarkan kepada kebebasan bertindak, karena dengan
adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersikap

hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dis;k_resi. '

2.4. Kekuasaan Dan Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara

Menurut Pasal 47 Undang-U‘nd'éing Nomor 5 Tahun 1986 Pengadilan bertugas
dan berwenang memeriksa, memutus dan ményelesaikan sengketa Tata Usaha
Negara.
Yang dimaksud sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam
bidang Tata Usaha Negara, antara orang atau Badan Hukum perdata dengan
Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai
akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa
Kepegawaian  berdasarkan ' peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sedangkan yang dimaksud Keputusan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 ayat
(3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, adalah suatu penetapan tértulis, yang
dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan
hukum Tata Usal.la Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan

yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat
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hukum bagi seseorang. Dari hal ini jelas%agi kita bahwa sebenarnya kompentensi
Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor S5 Tahun 1986
adalah lebih sempit bila dibandingkan dengan kompetensi Peradilan Tata Usaha
Negara menurut

Thorbecke bilamana pokok sengketa (fundamentum petendi) terletak di lapangan
Hukum  Publik  sudah tentulah Hakim Administrasi yang berwenang
memutuskannya.

Sedangkan menurut Buys maka ukuran yang harus dipakai dalam menentukan
berwenang atau tidaknya Hakim AdministrasiNegara ialah pokok dalam
perselisihan (obyectum litis). Bila;ﬁana yang bersangkutzin- dirugikan dalam
privatnya dan oleh karena itu memiﬁta ganti kerugian, jadi-objectum litis adalah
suatu hak privat, maka perkara yang bersangkutan harus diselesaikan oleh Hakim
biasa. Kompetensi sebagaimana dikemukakan oleh Buys ini lebih sempit bila
dibandingkan dengan kompetensi Thorbecke. Menurut Buys walaupun pokok
dalam perselisihannya (objectum litis) terletak di lapangan Hukum Publik, bila
yang dirugikanadalah hak privat sehingga perlu meminta ganti rugi, maka yang

berwenang mengadili adalah Hakim biasa atau Peradilan Umum.

Kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut Undang-Undang Nomor. 5
Tahun 1986 jauh lebih sempit lagi karena tidak semua perkara yang pokok
sengketanya terletak di lapangan Hukum Publik (Hukum Tata Usaha Negara)
dapat diadili di Peradilan Tata Usaha Negara. Menurut ketentuan Pa;al 1 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Keputusan Tata Usaha Negara yang

dapat digugat di P.eradilan Tata Usaha Negaraharuslah memenuhi syarat-syarat:



(a) bersifat tertulis, hal ini diperlt;\\kan untuk memudahkan  pembuktian.
Pengertian tertulis di sini bukanlah dalam arti bentuk formalnya, melainkan
cukup tertulis asal saja: s
1.Jelas Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkannya;

2. Jelas isi dan maksud tulisan tersebut yang menimbulkan hak dan
kewajiban;
3. Jelas kepada siapa tulisan itu ditujukan.

(b) bersifat konkrit, artinya obyek yang diputus dalam Keputusan Tata Usaha

Negara itu terwujud tertentu atau dapat ditentukan.

(c) bersifat individual, artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan

untuk umum, tetapi ditujukan untuk orang-orang atau badan hukum perdata

tertentu. Jadi tidak berupa suatu peraturan yang berlaku umum:;

d).bersifat final, artinya sudah definitive dan karenanya dapaf menimbulkan

akibat hukum, atau ketetapan yang tidak membutuhkan lagi persetujuan dari

instansi atasannya.

2.5. Kewenangan Pembatalan Sertifikat . Hak Atas Tanah
2.5.1. Dasar Hukum Kewenangan Pembatalan Sertipikat .

Kewenangan untuk membatalkan Sertipikat Hak Atas Tanah baik itu
berdasarkan cacat hukum administrarif dalam penerbitan keputusan pemberian
dan/atau sertipikat hak atas tanahnya, atau untuk melaksanakan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pada umur;mya adalah
merupakan kewenangan dari Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik

Indonesia (Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat) untuk membatalkannya,

sebagaimana diatur di dalam :
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a. Peraturan Presiden Republikﬁndonesia No. 10 Tahun 2006 Tentang
Badan Pertanahan Nasional, Khususnya Pasal 3 huruf't;

b. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia
Nomor. 3 Tahun 2006 tetang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Khususnya Pasal 3 huruf't;

c. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional
Nomor: 9 Tahun 1999 tentang Tata Acara Pemberian dan Pembatalan
Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan khususnya Pasal 3 ayat (1)
dan Pasal 105 ayat (1)

Pembatalan sertfpikat untuk melaksanakan putusan Pengadilan semula diatur di
dalam Peratutan Menteri Negara Agraria/Kepala BadanPertanahan Nasional
Nomor 3 Tahunl999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Hak At.as.%‘;;ah Negz;:&, kemudian dihapuskan dengan Peraturan
Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999
tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak
Pengelolaan, dan selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Badan Pertanahan
Nasional Republik Indonesia nomor 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis
Penanganan dan Penyelesaian masalah Pertanahan. Terakhir dikeluarkanlah
Peraturan Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.

Di dalam Pasal 54 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 3 Tahun 2011
bahwa Badan Pertanahan Republik Indonesia wajib melaksanakan putusan

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali terdapat alas an
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yang sah untuk tidak melaksanakann\\ya. Selanjutnya' yang dimaksud dengan
alasan yang sah antara lain: -
a. terhadap obyek putusan terdapat putusan lain yang bertentangan;
b. terhadap obyek putusan sedang diletakkan sita jaminan,
c. terhadap obyek putusan sedang menjadi obyek gugatan dalam perkara lain;
d. alas an lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Di dalam Pasal 57 dikatakan bahwa Putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekauatan hukum tetap yang menyangkut >penerbitan, peralihan dan/atau
pembatalan hak atas ltanah wajib dilaksanakan oleh pejabat/pegawai BPN paling
lambat 2 (dua) bulan setelah diterimanya salinan i’utusan Pengadilan oleh
pejabat yang berwenang melakukan pembatalan‘_ﬂ |
Proses  penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas tanah untuk
melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan ‘hukum tetap
dilakukan berdasarkan adanya pengaduan/permohonan pihak yang berkepentingan
(Pasal 59)
Surat permohonan untuk penerbitan, peralihan dan/atau pembatalan hak atas ta.nah
guna' melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
Diajukan kepada Kakan atau Kakanwil atau Kepada Kepala Badan Pertanahan
Republik Indonesia.
Surat permohonan sebagaimana dimaksud di atas harus dilengkapi dengan:

a. putusan pengadilan yang memutus perkara kasus tanah; ,

b. Berita acara Pelaksanaan eksekusi untuk putusan perkara yang

memerlukan pelaksanaan eksekusi;

c. Surat-surat lain yang berkaitan dengan permohonan pembatalan.
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Berita acara eksekusi penguasaan/pengd?ongan/penyerahan tanah tidak diperlukan
dalam pcrmo’ﬁonan, dalam hal:
a. untuk melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara;
b. tanahnya telah dikuasai pihak permohonan yang dibuktikan dengan surat
pernyataan yang bersangkutan diketahui Ketua RT/RW/Lurah/Kepala
Desa setempat, atau Berita Acara Penelitian Lapangan dari Kantor
_Pertanahan setempat.
Selanjutnya untuk kelancaran pelaksanaan tugas pelayanan di bidang hak-hak atas
tanah, maka Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasionai
menerbitkan Peratuian Menteri Negara Agraria]Kepal‘a'; Bédan Pertanah,;:m
Nasional Nomor. 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan
Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara. Yang mana sebagian
kewenangan pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah yang menjadi Kewenangan
Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat atau Menteri Negara Agraria pada saat
itu, dilim,pahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi. -

2.5.2. K>wenangan Pejabat Dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah
Kewenangan pejabat dalam Pembatalan Sertipikat Hak Atas Tanah diatur di
dalam Pasal 12 dan 14 Peraturan Menteri Negafé Agraria/Kepala Badan
Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan
Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Ne;;ara yaitu :
a. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi
Dalam ?asal 12 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan
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Kewenangan Pemberian dan P?mbatalan Pemberian Hak Atas Tanah

Negara, ditegaskan bahwa:

Kepala Kantor Wilayah Badan Peﬂanahan Nasional Provinsi memberikan

keputusan mengenai:

1). Pembatalan. Keputusan pemberian hak atas tanah yang telah
dikeluarkan oleh # Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota yang
terdapat cacat hukum dalam penerbitannya;

2). Pembatal keputusan hak atas tanah yang kewenangan dalam hal
pemberiannya dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Propinsi, untuk melaksanakan putusan Pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap.

b. Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia

Dalam Pasal 14 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan

Pertanahan Nasional Nomor. 3 Tahun 1999, ditegaskan bahwa :

1). Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi

Keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang tidak

dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III,

2). Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional memberi

keputusan mengenai pemberian dan pembatalan hak atas tanah yang telah

dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kantor Wilayah Badan

Pertanahan Nasional Provinsi atau Kepala Kantor Pertanahan

Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Bab II dan Bab III, apabila
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atas laporan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi s
hal tersebut diperlukan berdasarkan keadaan di lapangan.
Menurut Dr. Muchtar Wahid (2008:112) Sertipikat hak milik atas tanah yang
diterbitkan, dalam realitasnya mcnganduhg kelemahan terhadap kepastian haknya
karena masih dapat dipersoalkan oleh masyarakat di lembaga peradilan. Oleh
karena itu, sertipikat hak milik atas {é;lah memiliki kekuatan hukum pasti setelah
memperoleh putusan hakim atau menteri Negara agranian.
Berdasarkan keténtuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tesebut di
atas, maka sangatlah jelas bahwa Kewenangan Pembatalan Sertipikat Hak Atas
Tanah, yang pada umumnya adalah merupa.kan kewenangan Menteri dalam hal ini
Kepala Badan Pertanahan Nasional Pusat, sebagam Kewenangan tersebut telah

dilimpahkan kepada Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi.



